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Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka),dibawah 
bimbingan Prof. Dr.H.Muhadar,SH.,MS sebagai Pembimbing I dan 
Dr.Hj.Haeranah,S.H.,MH. Sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil dan formiil dalam Putusan Nomor 
7/Pid.Sus/2015/PN.Tka.Sertamengetahui pertimbangan hakim terhadap 
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Takalar dan di 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan di 
Perpustakaan  Pusat Universitas Hasanuddin,metode penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian lapangan. Data diperoleh baik data 
primer maupun data sekunder melalui wawancara dan dokumentasi diolah 
dan dianalisis  kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 
 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 
  Penerapan hukum pidana materiil pelaku tindak pidana 
penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang 
dilakukan oleh terdakwa Muh. Pebri Rahmadani Syam Bin 
Syamsuddin telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.Jaksa 
penuntut umum sudah sangat tepat,dengan mengajukan terdakwa ke 
persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara 
alternatif,dengan melanggar Pasal 80 ayat (2) UU.No.23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. Penerapan hukum terhadap tindak 
pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur 
yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan 
yaitu  setiap orang,melakukan kekejaman,kekerasan atau ancaman 
kekerasan,atau penganiayaan terhadap anak. Akan tetapi, dalam 
ketentuan pidana formiil terdakwa tidak didampingi oleh penasihat 
hukum yang bertentangan dengan Pasal 56  KUHAP. 
 
 
Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana 
putusan dengan perkara nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka telah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana putusan 
yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti berupa hasil Visum et 
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A. Latar Belakang  
Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha 
Esa,bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga 
dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.Karenanya,anak sebagai 
amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri 
anak melekat harkat,martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus 
dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia 
yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dilihat dari sisi 
kehidupan berbangsa dan bernegara,anak adalah pewaris sekaligus potret 
masa depan bangsa di masa datang,generasi penerus cita-cita 
bangsa,sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh,dan 
berkembang,berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.1Konvensi Hak 
Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan 
Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-
prinsip umum perlindungan anak,yaitu nondiskriminasi,kepentingan terbaik 
                                                          
1 Ahmad Kamil dan Fauzan,2010,Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di 
Indonesia. PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm. 7 
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anak,kelangsungan hidup dan tumbuh kembang,menghargai partisipasi 
anak. 2 
John Gray dalam “Children are from Heaven” menuturkan betapa 
anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa.Namun kita bertanggung 
jawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan 
bakatnya tertarik keluar. Karenanya anak-anak membutuhkan 
kita(maksudnya orang dewasa) untuk membenarkan mereka atau 
membuat mereka lebih baik.Anak bergantung pada dukungan kita untuk 
tumbuh. Pernyataan John Gray tersebut menegaskan bahwa anak  dengan 
segala batasannya tidak berdaya,dan orang dewasalah yang menjadi 
penentu pada cerah atau suramnya nasib dan masa depan anak. Anak 
adalah generasi penerus dan masa depan bangsa,di tangan merekalah 
nasib bangsa  ini di pertaruhkan,kedua anak adalah kelompok masyarakat 
yang secara kodrati lemah sehingga harus dilindungi.Untuk melindungi 
anak sebagai aset bangsa,maka kebijakan legislasi dan politik hukum 
Negara yang diwujudkan dengan adanya  peraturan perundang-undangan 
yang berpihak pada perlindungan dan kepentingan terbaik untuk  anak 
menjadi satu hal yang sangat menentukan.3 
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah 
mencantumkantentang hak anak,pelaksanaan kewajiban dan tanggung 
jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk 
                                                          
2 Rika Saraswati,2009,Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.PT Citra Aditya 
Bakti,Bandung,hlm.1 




memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang 
masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur 
mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan 
kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian,pembentukan 
undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan 
bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari 
kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 
Orang tua,  keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk 
menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang 
di bebankan oleh hukum.Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan 
perlindungan anak,negara,dan pemerintah bertanggung jawab 
menyediakan fasilitas dan aksesbilitas  bagi anak,terutama dalam 
menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. 
Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini 
mungkin,yakni sejak  dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 
(delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak 
yang utuh,menyeluruh,dan komprehensif.Undang-Undang pelindungan 
anak juga harus meletakkan kewajiban  memberikan perlindungan kepada 
anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang tebaik 
bagi anak,hak untuk hidup,kelangsungan hidup,dan perkembangan,serta 
penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam melaksanakan pembinaan, 
pengembangan, dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat baik 
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melalui lembaga perlindungan anak,lembaga keagamaan,lembaga 
swadaya ,masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia 
usaha ,mediamassa,atau lembaga pendidikan.4 
Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap 
banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. 
Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras 
dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan 
hukum di masa depan. 
Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan 
yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga Negara dan menjamin 
kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu,sistem hukum tiap 
negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu 
Negara pun yang dapat menolaknya.Contohnya negara Indonesia yang 
menuntut dilakukannya perubahan di segala bidang ,diantaranya 
perubahan bidang hukum dengan memunculkan pemikiran-pemikiran baru 
untuk mereformasi hukum yang ada saat ini.5 
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara 
besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan 
hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting 
dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu 
                                                          
4 Ahmad Kamil dan Fauzan,Op.Cit.hlm. 8. 




bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga 
Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana. 
Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat 
penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan 
perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang 
melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran 
menjadi tiga bagian penting yang  termuat dalam KUHP.  
Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral 
sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu 
perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain 
selaku subjek hukum. 
Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu 
perbuatan pidana. Meskipun sebagaian besar tindak kejahatan yang telah 
termuat dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi 
suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam 
membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.  
Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni 
kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiyaan. Maraknya 
tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi 
pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang 
kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan 
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dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik 
secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat 
mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada 
penganiayaan.  
Selain itu, KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang 
berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk 
penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pemidanaan yang berbeda 
pula.  
Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan 
yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas 
pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan 
pidana dari penganiyaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun 
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai 
suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum 
yang patut untuk mendapatkan keadilan. 
Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan 
sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 
KUHP yang menegaskan bahwa :  
1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua 
tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima 
ratus rupiah. 
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun. 
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan . 




Selain Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang mengatur tentang 
penganiayaan, ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 
KUHP, dalam Pasal ini menegaskan bahwa :  
1) Barangsiapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan  
2) Yang bersalah diancam :  
1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan 
sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan 
mengakibatkan luka-luka ;  
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan 
mengakibatkan luka berat ;  
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan 
mengakibatkan maut.  
3)  Pasal 89 tidak diterapkan  
 Kedua pasal di atas menegaskan bahwa delik yang bersinggungan 
dengan penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan seseorang 
terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun menjadi suatu 
alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
 
Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan 
menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan 
diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka 
mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan 
memperhatikan dengan cermat dan jelih terhadap unsur-unsur perbuatan 
yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh 
pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi 
setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.  
Memperhatikan unsur-unsur delik dari beberapa pasal yang 
bersinggungan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas 
dapat membuat aparat terbantu untuk menggiring pelaku 
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mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan. Tidak 
hanya itu, penegakan hukum dalam menerapkan jenis delik yang 
bersinggungan dengan penganiayaan atau beberapa bentuk dari 
penganiyaan itu sendiri menjadi hal penting, bagi penegakan Hak Asasi 
Manusia. Berkaitan dengan hal tersebut penulis memilih judul: “Tinjauan 
Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang 
Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 
7/Pid.Sus/2015/PN.Tka).” 
 
B. Rumusan Masalah 
Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis 
mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dan formiil perkara 
tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka 
berat (Studi kasus Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 
7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 
memutuskan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang 







C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dan formiil 
terhadap perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang 
mengakibatkan luka berat  (Studi kasus Pengadilan Negeri Takalar 
Nomor : 7/Pid.Sus/2015/PN Tka) 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 
memutuskan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang 
mengakibatkan luka berat (Studi kasus Pengadilan Negeri Takalar 
Nomor 7/Pid.Sus/2015.PN.Tka)? 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat-
manfaat sebagi berikut : 
1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi 
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini 
perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana. Diharapkan 
penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, 
penulis, dan para kalangan yang berminat dalam kajian bidang yang 
sama. 
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi 
pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi para aparat 
penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga 
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dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil 
kebijakan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan 
penerapan hukum. Bagi masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan 




















A. Tindak Pidana 
1. Pengertian  Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang 
berasal dari bahasa Belanda yaitu Strafbaar feit yang berarti tindak pidana, 
delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat 
dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu Straf,baar, 
dan feit. Straf artinya pidana. Dalam kaitannya dengan istilah Strafbaar feit 
secara utuh, ternyata Straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk 
kata baar, ada dua istilah yang digunakan yakni dapat atau boleh. 
Sedangkan kata feit itu menggunakan 4 (empat) istilah, yakni tindak, 
perbuatan, peristiwa dan pelanggaran.  
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa 
yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana 
haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas 
untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam 
kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak  begitu 
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dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan Istilah 
tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya 
hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.6 
Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:7 
1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki 
rumusan delik);  
2) Memiliki sifat melawan hukum; dan  
3) Tidak ada alasan pembenar.  
Simons menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan 
(handeling) yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana, 
yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang 
mampu bertanggungjawab.8 Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-
gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.Hal-hal tersebut 
terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat,akan tetapi dengan tidak 
berbuatnya dia,dia melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk 
berbuat tetapi dia tidak berbuat,yang di dalam undang-undang menentukan 
pada Pasal 164 KUHP,ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang 
untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul 
kejahatan,ternyata dia tidak melaporkan,maka dia dapat dikenai sanksi. 
                                                          
6  Nur Aisyah Bachri,2014.Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak PIdana Penganiayaan yang 
dilakukan Oleh Anak.Skripsi.Makassar:Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,hlm.10  
7 Amir Ilyas, 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset 
Yogyakarta, Hlm.28   
8 I Made Widnyana, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 34 
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Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap 
dalam pemakaian istilah tindak pidana,dan beliau lebih condong memakai 
istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-
Undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk 
Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana 
sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang 
dipahami oleh masyarakat. 
Oleh karena itu,setelah melihat berbagai defenisi di atas,maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah 
perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan 
pidana,dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat 
aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga 
perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya 
diharuskan oleh hukum).9 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana,yaitu : 
a. Unsur objektif. 
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan,yaitu dalam keadaan-keadaan dimana 
tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.Terdiri dari : 
 
                                                          
9  Teguh Prasetyo,2012,Hukum Pidana.PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm.49 
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1) Sifat melanggar hukum 
2) Kualitas dari si pelaku. 
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan 
menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau 
komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut 
Pasal 398 KUHP. 
3) Kausalitas 
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 
suatu kenyataan sebagai akibat. 
b. Unsur subjektif. 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku,atau yang 
dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala 
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.Unsur  ini terdiri dari : 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan ( dolus atau culpa). 
2) Maksud pada suatu percobaan,seoerti ditentukan dalam Pasal 53 
ayat(1) KUHP. 
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan 
pencurian,penipuan,pemerasana,dan sebagainya. 
4) Merencanakan terlebih dahulu,seperti tercantum dalam Pasal 340 
KUHP,yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. 
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP. 10 
                                                          
10Ibid., hlm. 50 
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Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari 
tindak pidana( strafbaar feit): 
a. Unsur objektif antara lain : Perbuatan orang,akibat yang kelihatan  dari 
perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau di 
“muka umum”. 
b. unsur subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya 
kesalahan (dollus atau culpa).Perbuatan harus dilakukan dengan 
kesalahan ,kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari 
perbuatan itu dilakukan. 
 
Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari 11: 
1) Kelakuan dan akibat  
2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyetai perbuatan ,yang 
dibagi menjadi : 
a. Unsur subjektif atau pribadi,yaitu mengenai diri orang yang 
melakukan perbuatan. 
b. Unsur objektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan diluar si 
pembuat.  
 
B. Tindak Pidana Penganiayaan 
1. Pengertian Penganiayaan 
 Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang 
dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka 
yang dinamakan penganiayaan adalah 12: 
                                                          
11 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi,2014,Cepat dan Mudah Memahami Hukum 
Pidana.Kencana Prenada Media,Jakarta,Hlm.39 




1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) 
2) Menyebabkan rasa sakit  
3) Menyebabkan luka-luka 
Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan 
sebagai berikut : Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan 
sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.13 
Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan 
menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain,unsur dengan sengaja 
disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka  pada orang 
lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu 
perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada 
perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam 
hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya 
menimbulkan  akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, 
menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya. 
 Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti 
bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa  terhadap 
manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang 
lain.14 
Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro,menyatakan bahwa : 
“Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum 
                                                          
13 Poerdarminto,2003,Kamus Umum Bahasa Indonesia.Balai Pustaka,Jakarta,hlm. 48 
14 Sudarsono,1992,Kamus Hukum.PT Rineka Cipta.Jakarta,hlm. 34 
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pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari 
Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak 
kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi 
perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. 
Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi 
penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan 
tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.15 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan 
adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada 
orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan 
atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban 
sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi : 
1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan                                 
sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 
2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau      
pekerjaan pencarian; 
3) Kehilangan salah satu panca indra; 
4)    Mendapat cacat berat; 
5)     Menderita sakit lumpuh; 
6)    Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih; 
7)    Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. 
 
Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang 
karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan 
yang bdisengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan. 
 
                                                          




2.  Unsur-unsur Penganiayaan 
Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai 
berikut: 
a. Adanya kesengajaan. 
Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam 
tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit 
yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). 
Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun 
kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan 
kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut 
juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap 
akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur 
kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai 
kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya 
dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya 
sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah 
perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan 
yang dikehendaki atau dimaksudkannya. 
b. Adanya perbuatan 
Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud 
adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan 
anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan 
Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat 
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kekerasan fisik dalam  bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, 
membacok, dan sebagainya.16 
c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: 
1) Membuat perasaan tidak enak; 
2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan  
perubahan pada tubuh 
3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat 
terjadinya penganiayaan. 
4) Merusak kesehatan orang. 17 
 
3. Jenis-jenis Tindak Penganiayaan 
Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas : 
a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) 
Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan 
pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada 
hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan 
bukan penganiayaan ringan.Mengamati Pasal 351 KUHP maka  jenis 
penganiayaan biasa,yakni : 
1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat 
maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 
empat ribu lima ratus rupiah. 
2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. 
                                                          
16 Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas TIndak Pidana Terhadap Subjek 
Hukum dalam KUHP, Djambatan, Jakarta, hlm. 74 




3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan 
hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun 
4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan  
 
Unsur-unsur penganiayan biasa,yakni : 
a) Adanya kesengajaan. 
b) Adanya perbuatan 
c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni : 
- Rasa sakit tubuh;dan/atau 
- Luka pada tubuh 
d)     Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. 
 
b. Penganiayaan Ringan ( Pasal 352 KUHP) 
 Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP.Menurut pasal 
ini,penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman 
penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam 
rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP,dan tidak menyebabkan sakit 
atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.Hukuman ini bisa 
ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan  
ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah 
perintahnya. 
Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP,yaitu suatu 
penganiayaanyang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk 
melakukan jabatan atau pekerjaan shari-hari. 
Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah : 
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a) Bukan berupa penganiayaan berencana  
b) Bukan penganiayaan yang dilakukan : 
1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah,istri atau anaknya. 
2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena 
menjalankan tugasnya yang sah. 
3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau 
kesehatan untuk dimakan atau diminum. 
c)     Tidak menimbulkan : 
1) Penyakit; 
2) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatatn;atau 
3) Pencaharian 
c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) 
Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu : 
1) Penganiyaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau 
kematian dan dihukum dengan hukuman penjara  selama-lamanya 
empat tahun. 
2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. 
3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. 
Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu 
sebelum perbuatan dilakukan.Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi 
penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat 
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1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan 
dalam suasana batin yang tenang. 
2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat 
sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang 
cukup,sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir,antara lain : 
a) Risiko apa yang ditanggung. 
b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang 
tepat untuk melaksanaknnya. 
c) Bagaimana cara mengilangkan jejak. 
3)    Dalam melaksanakan perbuatan yang telah  diputuskan  dilakukan 
dalam suasana hati yang tenang. 
 
 
d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) 
Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP : 
1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain,diancam karena 
melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 
delapan tahun. 
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian,yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. 
 
Perbuatan berat atau atau dapat disebut juga menjadikan berat pada 
tubuh orang lain.Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang 
menganiaya. 
Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain : 
a) Kesalahannya: kesengajaan 
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b) Perbuatan: melukai berat. 
c) Objeknya: tubuh orang lain. 
d) Akibat: luka berat. 
Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan 
ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya,Misalnya, 
menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. 
Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP,berarti sebagai berikut : 
 Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan 
sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut. 
 Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau 
pencaharian. 
 Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra 
 Kekudung-kudungan  
 Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu. 
 Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam 
kandungan. 
 
e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP) 
Kejahatan  ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat 
(Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 
KUHP).Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara 
serentak/bersama.Oleh karena itu,harus terpenuhi baik unsur 
penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.Kematian 
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dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan.Dalam hal 
akibat,kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidk ada 
padakematian korban.Sebab,jika kesengajaan terhadap matinya 
korban,maka disebut pembunuhan berencana.18 
f. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentuatau 
Dengan Cara Tertentu Memberatkan. 
Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan355 dapat 
ditambah dengan sepertiga : 
1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang 
sah, istrinya atau anaknya; 
2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau 
karena menjalankan tugasnya yang sah; 
3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang 
berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk  dimakan atau diminum. 
Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang 
memperberat berbagai penganiayaan.Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini 
terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:19 
a) Kualitas korban 
b) Cara atau modus penganiayaan 
Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan 
tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang 
                                                          
18Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi,Op.Cit,hlm.97 
19 Tongat, Op. Cit. hlm. 104 
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lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan 
umum. 
 
4. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Undang-Undang Perlindungan Anak ini menagaskan bahwa 
pertanggung jawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan 
Negara merupan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus 
menerus demi terlindungnya hak-hak anak rangkaian kegiatan tersebut 
harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. 20 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 
Bab XIII (ketentuan pidana), Pasal 80 menentukan :  
1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau 
penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 
72.000.000,. (tujuh puluh dua juta rupiah).  
2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) luka berat, 
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,. (seratus juta 
rupiah). 
3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) mati, maka 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10  dan/atau 
denda paling banyak Rp. 200.000.000,. (dua ratus juta rupiah).  
                                                          
20 Emi Wulansari,2015,Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana 
Penganiayaan oleh Anak,Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,hlm.20 
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4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1),ayat (2).dan ayat (3) apabila yang melakukan 
penganiayaan tersebut orang tua nya. 
 
5. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut UU No.35 Tahun 2014 
tentang Pelindungan Anak 
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Pasal 
tentang penganiayaan anak ini diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35/2014 
yang berbunyi: 
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan Kekerasan terhadap Anak. 
  
Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar Pasal di atas (pelaku 
kekerasan/penganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 
2014: 
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda 
paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 
 
(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka 
berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
 
 
(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, 
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak 




(4)  Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang 
melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya. 
 
C. Anak 
1. Pengertian Anak 
Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak 
menurut hukum pidana,hukum perdata,hukum adat dan hukum islam.21 
Pengertian anak yaitu kelompok manusia muda batasan umurnya tidak 
selalu sama di berbagai Negara. Di Indonesia seringdipakai batasan umur 
anak dari 0 sampai 21 tahun22.Sedangkan pengertian anak menurut kamus 
besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua; manusia yang masih 
kecil.23 
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat pluralisme 
mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat dari peraturan perundang-
undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Untuk jelasnya 
penulis akan menguraikan sebagai berikut:  
a) Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Terhadap Anak. Anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan.  
                                                          
21 Marlina,Op.Cit.hlm.33 
22 Yudo Waskitho,2005. Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak dan Upaya 
Penanggulangannya. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik 
Soegijapranata. hlm. 22 
23 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 35.   
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b) Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak:Undang-undang 
Pengadilan Anak (Undang-Undang No. 3 tahun 1997) Pasal 1 ayat (2) 
merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal 
yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.  
c) Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 
45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa berumur 16 
(enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam 
perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu 
dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya 
dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya 
supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu 
hukuman. Ketentuan Pasal-Pasal 35, Pasal 46, dan Pasal 47  KUHP 
ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No.7 tahun 
1997.  
d) Anak menurut Hukum Perdata: Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, 
orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 
genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.  
e) Anak dalam Hukum Perburuhan: Pasal 1ayat  (1) Undang-Undang 
pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 tahun 1948) 
mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 




2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak, batas usia anak beragam tetapi dengan adanya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 maka batas usia anak yang 
dapat dipertanggungjawabkan bukan lagi telah mencapai 8 tahun dan 
belum 18 tahun tetapi telah mencapai umur 12 tahun dan belum 18 tahun. 
Yang dimaksud anak nakal adalah 24: 
a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau  
b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi 
anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut 
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 
bersangkutan.  
Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah 
sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.  
Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan 
setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang 
Anak.  
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 :  
Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik 
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak 
                                                          
24Bambang Waluyo,2008, Pidana dan Pemidanaan.Sinar Grafika,Jakarta. hlm. 26   
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yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan 
hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah 
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.  
 
3. Anak Sebagai Korban Tindak pidana  
Pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, Anak yang menjadi 
korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak 
yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan 
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak 
pidana. Hak-hak anak sebagai korban kejahatan yang diatur dalam 
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah: 
a) Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan 
eksploitasi,baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; 
kekejaman,kekerasan,dan penganiayaan;ketidakadilan;dan 
perlakuan salah lainnya (Pasal 13); 
b) Berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan 
kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata;pelibatan dalam 
kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung 
unsure kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15); 
c) Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 
penyiksaan,atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi(Pasal 
16); 
d) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).  
 
 
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak  
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak pada Pasal 1 ayat (2), bahwa :  
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 




Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. 
Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia 
seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan 
Indonesia. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan 
memantapkan pembangunan nasioanal. Akibat tidak adanya perlindungan 
anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu 
ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu 
perlindungan anak harus diusahakan apabila ingin mengusahakan 
pembangunan yang memuaskan.  
Dari beberapa definisi tersebut di atas maka dapat memberikan 
definisi perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk melindungi 
anak dengan menciptakan aturan-aturan untuk menjamin agar anak dapat 
hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi.  
 
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pertimbangan Yuridis  
a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana.  
Undang-Undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan 
pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar 
pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku 
untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun tindak pidana yang diatur 
diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasar pemberatan pidana 
khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, 
dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain.25 
b. Dasar pemberatan pidana umum  
 Dasar pemberatan karena jabatan. Pemberatan karena jabatan 
diatur   dalamPasal 52 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :  
Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana 
melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada 
waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan 
atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, 
pidananya ditambah sepertiga.  
 Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera 
kebangsaan. Melakukan suatu tindak pidana dengan 
menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam 
Pasal 52 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :  
Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera 
kebangsaan Republik Indonesia, dipidana untuk kejahatan tersebut 
dapat ditambah sepertiga.  
 Dasar pemberatan pidana karena pengulangan. menurut  Pasal 
486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, pemberatan pidana adalah 
                                                          
25Ade Hardianti, 2012, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak, 
Skripsi, Makassar. hlm. 32.   
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dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara. 
Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan semua jenis pidana menurut 
Pasal 488 yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. 
Sedangkan pada recidive yang ditentukan lain diluar kelompok 
tindak pidana yang termasuk dan disebiut dalam ketiga pasal ini 
juga diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman 
maksimum, tetapi banyak yang tidak menyebut dapat ditambah 
dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan 
menjadi dua minggu kurungan sesuai Pasal 492 ayat (2), atau 
mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan 
sesuai Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 501 ayat (2). 
c. Dasar pemberatan pidana khusus.  
Maksud diperberatkan pidana pada dasar pemberatan pidana khusus 
adalah si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman 
maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal diperberatnya 
dicantumkan didalam tindak pidana tertentu. Dasar pemberatan khusus 
karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya 
alasan pemberat. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat 
dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian dalam Pasal 363 dan Pasal 
365, pada tindak pidana penggelapan bentuk pemberatannya diatur dalam 
Pasal 374 dan Pasal 375. 
d. Dasar-dasar yang Menyebabkan diperingannya Pidana.  
e. Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana umum  
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- Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak yang 
umurnya telah mencapai 8 (delapan) tahun dan belum 18 (delapan 
belas) tahun serta belum pernah kawin. Dasar peringatan pidana 
menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, terdapat dua unsur 
yang menjadi syarat yaitu, 8 (delapan) tahun dan belum 18 
(delapan belas) tahun dan yang kedua mengenai belum pernah 
kawin. Dalam sistem hukum di Indonesia, selain umur juga 
perkawinan yang menjadi sebab kedewasaan seseorang. 
- Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan diatur 
dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1). Pidana maksimum 
terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman 
maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan 
kerena percobaan dan pembantuan adalah suatu ketentuan umum 
yang dibentuk oleh undang-undang, mengenai penjatuhan pidana 
terhadap orang lain melakukan kejahatan, yang artinya orang yang 
mencoba itu atau orang yang membantu tidak terwujudkan suatu 
tindak pidana tertentu, hanya mengambil sebagian syarat dari 
sekian syarat suatu tindak pidana tertentu. 
f.    Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus. Disebagian 
tindak pidana tertentu, ada dicantumkan dasar peringanan tertentu 
yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan 
itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. 
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Misalnya : tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 
364. 
 
2. Pertimbangan Sosiologis  
Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, 
menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan :  
1) Kesalahan terdakwa  
2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana  
3) Cara melakukan tindak pidana  
4) Sikap batin membuat tindak pidana  
5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku  
6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.  
7) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku.  
8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau 
pelaku.  
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-
asas dan keyakinan yang berlaku didalam masyarakat, karena itu 
pengetahuan tentang sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh hakim. Selain 
alasan-alasan yang tersebut di atas terdapat pula alasan-alasan subyek 




Hal-hal yang memberatkan dalam menjatuhakan pidana menurut 
Maidin Gulton :26 
1) Perbuatan tersebut berlebihan dan bahkan menyamai kejahatan yang 
dilakukan oleh orang dewasa.  
2) Anak sudah pernah dihukum. 
3) Usianya sudah mendekati dewasa.  
4) Anak cukup berbahaya.  
 
Sedangkan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana 
adalah:  
1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.  
2) Terdakwa menyesali perbuatannya.  
3) Terakwa belum pernah dihukum.  
4) Terdakwa masih muda dan masih banyak baginya kesempatan untuk 
memperbaiki kesalahannya.  
5) Tindakan terdakwa dilatar belakangi pengaruh dari keadaan 






                                                          






A. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Takalar 
tepatnya di Pengadilan  Negeri Takalar.Pertimbangan penulis memilih 
lokasi penelitian tersebut,karena terdapat cukup data yang relevan tentang 
tindakan penganiayaan terhadap anak,untuk kemudian dilakukan analisis  
terhadap data tersebut. Di samping itu, Kabupaten Takalar domisili tetap 
penulis sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh informasi 
tentang penelitian,Sekaligus guna untuk kontribusi penulis demi terciptanya 
penegakan hukum di Kabupaten Takalar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif yakni data yang 
bersifat bukan angka sedangkan sumber data yang diperoleh dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Data Primer,yaitu data yang diperoleh melaluiwawancara dan 
penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk 
memperoleh informasi guna melengkapi data. 
2. Data Sekunder,yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustaan 
dengan cara membaca buku-buku ilmiah,dokumen-dokemen serta 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan  dengan 
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penelitian.Data jenis ini diperoleh melalui perpustakan atau 
dokumentasi pada instansi terkait.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam usaha pengumpulan data penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Studi lapangan adalah cara untuk mendapatkan data yang bersifat 
primer .Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
sebagai berikut : 
1. Dokumentasi,yakni Penulis mengumpulkan data-data,dimana 
data-data tersebut Penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri 
Takalar. 
2. Wawancara,yakni mendatangi langsung sumber yang terkait dan 
mewawancarainya,dalam hal ini Hakim yang ada di Pengadilan 
Negeri Takalar. 
b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Dalam penelitian kepustakaan,penulis berusaha mendapatkan dan 
membaca dokumen yang terkait dengan masalah yang di teliti untuk 
mencari konsep-konsep,teori-teori,pendapat ataupun penemuan-
penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. 
1. Yurisprudensi; 
2. Karya Ilmiah para sarjana  
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3. Berbagai literature 
4. Sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh Penulis. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun 
sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif,yaitu dengan menguraikan ,menjelaskan dan  menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
Pengunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang 
telah diperoleh dari wawancara,agar membentuk deskripsi yang 
mendukung kualifikasi kajian ini sehingga dapat memecahkan objek 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil dan Formiil Terhadap Tindak 
Pidana Penganiayaan Berat  Terhadap Anak Dalam Putusan 
Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka 
 
1. Identitas Terdakwa 
Nama :Muh. Pebri Rahmadani Syam Bin 
Syamsuddin 
Tempat lahir  : Takalar 
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/08 Februari 1995 
Jenis Kelamin   : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat tinggal  :Lingkungan Kammi,Kelurahan Papa 
Kecamatan Pattalassang,Kabupaten 
Takalar. 
Agama    : Islam 
Pekerjaan   : Pelajar 






2. Posisi Kasus  
 MUH. PEBRI RAHMADANI SYAM BIN SYAMSUDDIN, pada hari 
Minggu tanggal 31 Agustus 2014,sekitar jam 17:30 Wita atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014,bertempat di 
Lingkungan Bontonompo,Kelurahan Canrego,Kecamatan 
Polsel,Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang 
termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar,telah melakukan, 
kekerasan  atau ancaman kekerasan ,atau penganiayaan terhadap anak 
dibawah umur (17 tahun) yaitu saksi korban IBRAHIM PARAWANSYAH 
ALIAS CIWA yang mengakibatkan luka berat,yang dilakukan oleh terdakwa 
dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : 
 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,ketika 
saksi korban berkunjung kerumah saksi IBRAHIM PARAWANSYAH ALIAS 
CIWA sedang berada di pinggir jalan melihat temannya ADNAN sedang 
berkelahi dengan terdakwa dan pada waktu itu ADNAN sedang dirangkul 
dan berada dibawah badan terdakwa dan tiba-tiba saksi korban langsung 
lari dan berusaha menolongnya,selanjutnya saksi korban menarik baju atau 
jaket yang dipakai terdakwa  agar tangan terdakwa terlepas lalu terdakwa 
menggigit jari telunjuk saksi korban sampai putus; 
 Akibat kejadian tersebut saksi korban IBRAHIM PARAWANSYAH 
ALIAS CIWA mengalami luka berat sesuai dengan Visum et Repertum 
Nomor 09/PUSK-PS/VER/XI/2014 tanggal 1 September 2014 yang 
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ditandatangani   oleh dr.H.M. Munir,M.Kes. dokter pada puskesmas 
Polombangkeng Selatan. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 
Pada pemeriksaan korban ditemukan :  
 Luka pada ujung jari telunjuk kanan,luka tersebut diakibatkan oleh 
kekerasan atau benturan benda tajam yang mengakibatkan terganggunya 
aktivitas korban dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 
 Akhirnya perbuatan terdakwa MUH. PEBRI RAHMADANI SYAM BIN 
SYAMSUDDIN  yang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap 
saksi korban IBRAHIM PARAWANSYAH ALIAS CIWA yang 
mengakibatkan luka berat tersebut di bawa Kepolisian Sektor Polsel untuk 
diproses lebih lanjut. 
 
3. Dakwaan Penuntut Umum 
Dakwaan Penuntut Umum mengenai penganiayaan yang dilakukan 
terdakwa bahwa MUH. PEBRI RAHMADANI SYAM BIN SYAMSUDDIN, 
pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014,sekitar jam 17:30 Wita atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 
2014,bertempat di Lingkungan Bontonompo, Kelurahan Canrego, 
Kecamatan Polsel, Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya di tempat lain 
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan, 
kekerasan  atau ancaman kekerasan ,atau penganiayaan terhadap anak 
dibawah umur (17 tahun) yaitu saksi korban IBRAHIM PARAWANSYAH 
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ALIAS CIWA yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa 
dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : 
 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,ketika 
saksi korban berkunjung kerumah saksi IBRAHIM PARAWANSYAH 
ALIAS CIWA sedang berada di pinggir jalan melihat temannya 
ADNAN sedang berkelahi dengan terdakwa dan pada waktu itu 
ADNAN sedang dirangkul dan berada dibawah badan terdakwa dan 
tiba-tiba saksi korban langsung lari dan berusaha 
menolongnya,selanjutnya saksi korban menarik baju atau jaket yang 
dipakai terdakwa  agar tangan terdakwa terlepas lalu terdakwa 
menggigit jari telunjuk saksi korban sampai putus; 
 Akibat kejadian tersebut saksi korban IBRAHIM PARAWANSYAH 
ALIAS CIWA mengalami luka berat sesuai dengan Visum et 
Repertum Nomor 09/PUSK-PS/VER/XI/2014 tanggal 1 September 
2014 yang ditandatangani   oleh dr.H.M. Munir,M.Kes. dokter pada 
puskesmas Polombangkeng Selatan. Dengan hasil pemeriksaan 
sebagai berikut : 
Pada pemeriksaan korban ditemukan :  
Luka pada ujung jari telunjuk kanan,luka tersebut diakibatkan 
oleh kekerasan atau benturan benda tajam yang mengakibatkan 




 Akhirnya perbuatan terdakwa MUH. PEBRI RAHMADANI SYAM BIN 
SYAMSUDDIN  yang dengan sengaja melakukan penganiayaan 
terhadap saksi korban IBRAHIM PARAWANSYAH ALIAS CIWA 
yang mengakibatkan luka berat tersebut di bawa Kepolisian Sektor 
Polsel untuk diproses lebih lanjut. 
Perbuatan terdakwa MUH.PEBRI RAHMADANI SYAM BIN 
SYAMSUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 
Pasal 80 ayat (2) UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat 
Terdakwa telah terbukti bersalah  melakukan perbuatan sebagaimana 
dalam surat dakwaan,oleh karena itu selanjutnya menuntut agar Majelis 
Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut : 
a. Menyatakan terdakwa MUH.PEBRI RAHMADANI SYAM BIN 
SYAMSUDDIN  melakukan kekerasan terhadap anak yang 
mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam Pasal 80 
Ayat (2) Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak dalam dakwaan tunggal. 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. PEBRI RAHMADANI 
SYAM BIN SYAMSUDDIN  selama 10 (sepuluh) bulan,dikurangi 
selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di 
tahan. 
c. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 






5. Analisis Penulis 
Aspek-aspek pertimbangan yuridis melalui tindak pidana yang 
didakwakan merupakan hal yang sangat penting terhadap putusan hakim. 
Hal ini dikarenakan pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana,apakah perbuatan 
terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang 
didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa pertimbangan-perimbangan yuridis tersebut secara langsung akan 
berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim. 
Dalam praktek peradilan,putusan hakim sebelum pertimbangan-
pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim 
terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul 
dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi,keterangan 
terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. 
Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi 
tentang locus,dan tempus delicti,modus operandi,bagaimanakah tindak 
pidana tersebut dilakukan,penyebab atau latar belakang mengapa 
terdakwa melakukan tindak pidana,kemudian bagaimanakah akibat 
langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa,barang bukti apa 
yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan 
sebagainya. Setelah fakta-fakta dalam persidangan diungkapkan,pada 
putusan hakim kemudian di pertimbangkan terhadap unsur-unsur dari 
tindak pidana yang telah di dakwakan Jaksa Penuntut Umum. 
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Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan perbuatan terdakwa 
telah memenuhi unsur pasal yang didakwaannya. Penuntut umum 
menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal. Jadi,penuntut umum harus 
yakin dengan dakwaan tersebut untuk menjerat pelaku atas perbuatannya. 
Untuk membuktikan tuntutan penuntut umum bahwa terdakwa 
melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsur tindak pidananya harus 
terpenuhi. Adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah  
sebagai berikut: 
a. Adanya Kesengajaan 
Kesengajaan diartikan bahwa terdakwa secara sadar terdakwa 
melakukan perbuatan penganiayaan serta mengetahui akibat dari 
perbuatannya tersebut.  
Kesengajaan sangat menentukan apakah perbuatan terdakwa 
termasuk penganiayaan atau bukan. Tugas dari jaksa penuntut umum 
untuk membuktikan dalam persidangan. Perbuatan yang dilakukan 
terdakwa secara sengaja tidak hanya mencakup perbuatannya saja tetapi 
menimbulkan akibat rasa sakit atau luka pada orang lain.  
Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, ketika saksi korban 
berkunjung kerumah saksi sedang berada di pinggir jalan melihat temannya 
sedang berkelahi dengan terdakwa dan pada waktu itu temannya sedang 
dirangkul dan berada dibawah badan terdakwa dan tiba-tiba saksi korban 
langsung lari dan berusaha menolongnya, selanjutnya saksi korban 
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menarik baju atau jaket yang dipakai terdakwa  agar tangan terdakwa 
terlepas lalu terdakwa menggigit jari telunjuk saksi korban sampai putus. 
Berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsur kesengajaan yang 
dimaksud terbukti. 
 
b. adanya perbuatan (melakukan penganiayaan) 
Undang-Undang tidak secara jelas memberikan arti dari 
penganiayaan, maka belum ada kesepakatan bersama mengenai bentuk 
dari penganiayaan. Menurut Yurisprudensi, penganiayaan diartikan dengan 
sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit  atau 
luka pada tubuh orang lain. Sedangkan, menurut alinea ke-4 dalam Pasal 
351 ayat (1) KUHP masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah 
merusak kesehatan orang. Semua perbuatan dari penganiayaan harus 
dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau 
melewati batas yang diizinkan. 
Berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa Hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dari alat bukti itu dapat 
memberikan penjelasan bahwa suatu tindak pidana penganiayaan benar-




Berbicara mengenai alat bukti tentu saja tidak akan terlepas dari 
penjelasan yang diberikan oleh KUHAP. Dimana,menurut Pasal 184 ayat 
(1) KUHAP27alat bukti yang diakui adalah: 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa. 
 
 
Rumusan tersebut di atas apabila dihubungkan denganputusan 
Pengadilan Negeri TakalarNomor: 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka, yang dijadikan 
pertimbanganyuridis oleh hakim adalah semua fakta yang 
terungkapdipersidangan. Fakta yang dimaksud adalah dalam bentukalat-
alat bukti seperti yang dikehendaki secara limitatif olehPasal 184 KUHAP. 
Dalam persidangan alat bukti yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
adalah keterangan saksidan keterangan terdakwa serta barang bukti. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa benar 
terdakwamelakukan perbuatan penganiayaan. 
Dari penjelasan di atas, penulis akan menguraikan alatbukti yang 
diakui dalam kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka, yaitu: 
a.  Keterangan saksi 
Saksi korban IBRAHIM PARAWANSYAH ALIAS CIWA, 
yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa penyidik; 
                                                          
27KUHAP, Pustaka Yustisia: Yogjakarta, hlm: 79. 
49 
 
- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan sehubungan 
dengan masalah penganiayaan terhadap saksi yang di 
lakukan oleh Muh. Pebri Rahmadani Bin Syamsuddin; 
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 31 Agustus 
2014 sekitar pukul 17:30 wita di lingkungan Bontonompo 
Kelurahan Canrego Kecamatan Polsel Kabupaten Takalar; 
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari minggu tanggal 31 
Agustus 2014 sekitar pukul 17:30 wita di lingkungan 
Bontonompo Kelurahan Canrego Kecamatan Polsel 
Kabupaten Takalar,saksi berada dipinggir jalan dan 
dikejauhan saksi melihat Saudara Adnan terjatuh akibat 
ditabrak motor milik saudara Pebri (Terdakwa) kemudian 
saksi mendekati dan melihat Saudara Adnan sudah berada 
dibawah ditindih oleh Terdakwa,kemudian saksi ingin 
melerai dengan cara menarik muka terdakwa tetapi 
terdakwa malah menggigit jari saksi sampai putus; 
- Bahwa saat terdakwa menggigit jari saksi keluar darah 
yang banyak lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan 
saksipun pergi kerumah dan sesampai dirumah saksi 
dibawah kerumah sakit; 
- Bahwa saksi tidak dirawat atau diopname dirumah 
sakit,saksi hanya berobat jalan; 
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- Bahwa atas kejadian tersebut jari tangan saksi mengalami 
cacat dan tidak sempurna seperti yang dulu, dan saksi 
merasa terganggu bila melakukan aktivitas yang tidak bias 
menggunakan jari selama 1(satu) bulan; 
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau ada masalah 
antara terdakwa dengan sudara Adnan dan saksi sendiri 
tidak punya masalah dengan terdakwa; 
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat ada luka 
pada tubuh saudara Adnan. 
 Saksi ADNAN SIRWANA BIN SAPARUDDIN, yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan sehubungan 
dengan masalah penganiayaan; 
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah 
Ibrahim dan yang menganiaya adalah Muh. Pebri 
Rahmadani Syam Bin Syamsuddin;  
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 31 Agustus 
2014 sekitar pukul 17:30 wita di lingkungan Bontonompo 
Kelurahan Canrego Kecamatan Polsel Kabupaten 
Takalar; 
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari minggu tanggal 
31 Agustus 2014 sekitar pukul 17:30 wita di lingkungan 
Bontonompo Kelurahan Canrego Kecamatan Polsel 
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Kabupaten Takalar,saksi hendak pulang kerumah tiba-tiba 
saksi di panggil oleh terdakwa lalu saksi 
mendekatinya,kemudian ada teman terdakwa menabrak 
motor saksi hingga saksi terjatuh,kemudian terdakwa 
melompati dan memukul saksi lalu menindih saksi sampai 
tidak bisa bergerak,lalu datang saudara Ibrahim ingin 
melerai dengan cara menarik jaket terdakwa namun 
terdakwa tidak melepasnya maka saudara Ibrahim 
menarik muka terdakwa namun terdakwa tidak 
melepasnya maka saudara Ibrahim menarik muka 
terdakwa dengan kedua tangannya dan berusaha menarik 
keatas dan terdakwa menarik tangan saudara Ibrahim dan 
memasukkan kedalam mulut dan menggigit jari saudara 
Ibrahim sampai putus; 
- Bahwa saksi tidak punya masalah sebelumnya dengan 
terdakwa 
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa atau 
keluarga terdakwa dating meminta maaf kepada saudara 
Ibrahim atau keluarga saudara Ibrahim; 
 Saksi MUH.RESKI BIN IDHAN, yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa saksi tahu diperiksa dipersidangan sehubungan 
dengan masalah penganiayaan; 
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- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah 
Ibrahim dan yang menganiaya adalah Muh. Pebri 
Rahmadani Syam Bin Syamsuddin; 
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 31 Agustus 
2014 sekitar pukul 17:30 wita di lingkungan Bontonompo 
Kelurahan Canrego Kecamatan Polsel Kabupaten 
Takalar; 
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari minggu tanggal 31 
Agustus 2014 sekitar pukul 17:30 wita di lingkungan 
Bontonompo Kelurahan Canrego Kecamatan Polsel 
Kabupaten Takalar,saksi sedang berdiri dipinggir jalan 
dan saksi melihat saudara Adnan sedang dirangkul dan 
direbahkan dibawah tanah lalu saksi mendekati tiba-tiba 
saudara Ibrahim datang untuk melerai keduanya dengan 
cara membungkukkan badan dan menarik terdakwa 
keatas dan saksi melihat terdakwa menggigit jari telunjuk 
sebelah kanan sampai putus; 
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 10 meter; 
- Bahwa saksi tidak tahu kalau korbannya punya masalah 
sebelumnya dengan terdakwa; 
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa atau 
keluarga terdakwa dating meminta maaf kepada saudara 




b. Bukti Surat 
Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 09/PUSK-
PS/VER/XI/2014 tanggal 1 September 2014 yang ditandatangani   oleh 
dr.H.M. Munir,M.Kes. dokter pada puskesmas Polombangkeng Selatan. 
Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 
Pada pemeriksaan korban ditemukan :  
Luka pada ujung jari telunjuk kanan,luka tersebut diakibatkan 
oleh kekerasan atau benturan benda tajam yang mengakibatkan 
terganggunya aktivitas korban dalam melakukan kegiatansehari-hari. 
 
c. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan 
pada pokoknya adalah sebagai berikut : 
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan 
dengan masalah penganiayaan; 
- Bahwa terdakwa lupa hari dan tanggal kejadiaannya  
namun terjadi pada bulan Agustus 2014 sekitar pukul 
17:30 wita di lingkungan Bontonompo Kelurahan Canrego 
Kecamatan Polsel Kabupaten Takalar; 
- Bahwa saat itu terdakwa memukul karena saudara Adnan 
memukul om saksi,dan saat sebelum kejadian terdakwa 
memanggil Adnan secara baik-baik dan terdakwa 
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bertanya kepada saudara Adnan “kenapa kau pukul om 
ku?” dan saudara Adnan memukul terdakwa terlebih 
dahulu lalu terdakwa membalas memukulnya,dan 
merebahkan saudara Adnan ditanah lalu terdakwa 
menindihnya dan memukulnya,tidak lama kemudian 
datanglah Ibrahim dari belakang terdakwa dan menarik 
terdakwa keatas dengan cara memegang mulut terdakwa 
dengan kedua tangannya sehingga terdakwa menggigit 
jari telunjuk kanan saudara Ibrahim; 
- Bahwa atas gigitan terdakwa jari telunjuk kanan saudara 
Ibrahim putus akibat gigitan terdakwa; 
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak pernah dating 
ataupun keluarga terdakwa k erumah saudara Ibrahim 
maupun keluarga saudara Ibrahim; 
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah 
dan menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa 
lakukan terhadap diri saudara Ibrahim; 
- Bahwa terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya 
kembali. 
 
c. adanya akibat perbuatan (mengakibatkan luka pada tubuh) 
Unsur ke-3 ini adalah unsur perbuatan yang menyebabkan luka pada 
tubuh. Dalam doktrin, luka diartikan terdapatnya atau terjadinya perubahan 
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dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu 
dilakukan. 
Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 09/PUSK-PS/VER/XI/2014 
tanggal 1 September 2014 yang ditandatangani   oleh dr.H.M. Munir,M.Kes. 
dokter pada puskesmas Polombangkeng Selatan. Dengan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut : 
Pada pemeriksaan korban ditemukan :  
Luka pada ujung jari telunjuk kanan,luka tersebut diakibatkan oleh 
kekerasan atau benturan benda tajam yang mengakibatkan terganggunya 
aktivitas korban dalam melakukan kegiatansehari-hari. 
Dari fakta-fakta diatas, membuktikan bahwa unsur akibat perbuatan 
telah terbukti. 
Mengenai fakta-fakta yang terungkap yang sesuai dengan alat bukti 
yang sah di atas, ternyata terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di buktikan dengan alat bukti yang 
sah. Sehingga, Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya 
sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, yang berbunyi : 
Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka 
berat,maka perlu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima 





Dalam penerapan hukum pidana formiil, ada satu permasalahan 
yang menurut penulis adalah hal yang sangat fundamental tapi dilupakan 
oleh Penyidik, Penuntut Umum, bahkan oleh Pengadilan. Yang mana, 
terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam seluruh tahapan 
pemeriksan, bahkan termasuk pemeriksaan di Pengadilan, yang mana hal 
tersebut telah bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang 
berbunyi : 
 Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 
ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang 
tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih 
yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri,pejabat yang 
bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 
peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. 
 
Pasal 56 KUHAP tersebut, sebenarnya secara teoritis telah diperkenalkan 
dalam doktrin Miranda principles yang merupakan hak-hak dasar manusia 
atau konstitusional tersangka yang salah satunya meliputi hak untuk 
disediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak 
mampu.28 Berikutnya, berdasarkan wawancara penulis dengan pihak 
keluarga terdakwa, maka terdakwa adalah orang yang hidup bersama 
dengan keluarga yang kurang mampu. Sehingga sangat jelas bahwa 
                                                          
28 doktrin Miranda principles yang merupakan hak-hak dasar manusia atau konstitusional 
tersangka/terdakwa meliputi : 
1. Hak untuk tidak menjawab atau diam sebelum diperiksa dan/atau sebelum 
dilakukan penyidikan; 
2. Hak untuk menghadirkan penasihat hukum  dan hak untuk berkonsultasi sebelum 
dilakukan pemeriksaan atau penyidikan oleh penyidik; 
3. Hak untuk disediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak 
mampu. 
Lebih lanjut lihat pada Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana: Konsep, 
Dimensi,dan Aplikasi, Jakarta:PT Raja     Grafindo Persada, 2015, hlm.286. 
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terdakwa yang tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum selama tahapan 
pemeriksaan (penyidikan – pemeriksaan pengadilan), adalah wujud 
pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersangka/terdakwa yang tidak di 
junjung tinggi dalam proses peradilan di pengadilan. Oleh sebab itu, 
seharusnya penyidik, penuntut umum dan majelis hakim harus tetap jeli 
dalam memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses 
peradilan, termasuk haknya untuk di dampingi oleh penasihat hukum, dan 
bila tidak mampu, harus di dampingi secara prodeo (Pembelaan secara 
cuma-cuma) yang disediakan oleh penegak hukum di setiap tahapan 
pemeriksaan, sebagaimana amanat Pasal 56 ayat (2) KUHAP yang 
berbunyi : 
Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak 











B. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim dalam Memutuskan 
Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak dalam  Putusan 
Perkara Pengadilan Negeri Takalar Nomor 7/Pid.Sus/2015.PN.TKa. 
Pertimbangan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam 
membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan 
persidangan selesai,maka hakim harus mengambil keputusan  yang sesuai. 
Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan 
mendekati rasa keadilan,baik itu dari segi pelaku tindak pidana,korban 
tindak pidana,maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan 
hukuman,hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu 
tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dengan melihat bukti-bukti yang 
ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu 
mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi 
serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya 
majelis hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi 
pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. 
1. Putusan Hakim 
a. Menyatakan terdakwa MUH.PEBRI RAHMADANI SYAM BIN 
SYAMSUDDIN  melakukan kekerasan terhadap anak yang 
mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam Pasal 
80 Ayat (2) Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal. 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. PEBRI RAHMADANI 
SYAM BIN SYAMSUDDIN  selama 10 (sepuluh) bulan,dikurangi 




c. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
2. Pertimbangan Hakim 
Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan majelis hakim 
dalam perkara  tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang 
dilakukan oleh terdakwa MUH. PEBRI RAHMADANI SYAM BIN 
SYAMSUDDIN,adalah sebagai berikut : 
Menimbang,bahwa didalam surat dakwaan tertanggal 06 Januari 2015 
No.Reg.Perkara: PDM/02/TKL/Ep.1/01/2015 Terdakwa didakwa 
Penuntut umum melakukan tindak pidana; 
 
Menimbang,bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
tersebut,terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan 
tidak mengajukan keberatan/eksepsi; 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut dalam 
persidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi 
dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing; 
 
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa 
membenarkannya; 
 
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan 
keterangan; 
 
Menimbang, bahwa Penuntut Umum  tidak mengajukan barang bukti 
didalam perkara a quo; 
 
Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperlihatkan bukti 
surat sebagai berikut : 
Visum Et Repertum Nomor : 09/PUSK-PS/VER/X/2014,tanggal 27 
Oktober 2014,yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Munir. 
M.Kes,dokter pada Puskesmas Polongbangkeng Selatan Kabupaten 
Takalar,dengan kesimpulan ditemukan luka pada ujung jari telunjuk 
kanan,luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan atau benturan pada 
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benda tajam yang mengakibatkan terganggunya aktivitas korban 
dalam melakukan kegiatan sehari-hari; 
 
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di 
persidangan dan telah tercantum pada Berita Acara Persidangan yang 
tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula 
dalam putusan ini; 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-
alat bukti di persidangan,baik dari keterangan saksi dan Terdakwa 
serta alat bukti surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 
perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi 
rumusan delik dari pasal yang didakwakan kepadanya; 
 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan 
tunggal,yaitu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana di 
dalam pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 
 
Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan 
perbuatan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum 
tersebut,maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur 
sebagai berikut : 
1. Setiap orang; 
2.  Melakukan kekejaman,kekerasan, atau ancaman     
kekerasan,atau penganiayaan terhadap anak; 
 
Unsur setiap orang : 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam 
unsur ini adalah tertuju pada setiap subjek hukum yang dihadapkan 
oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan kedepan 
persidangan serta dapa mempertanggungjwabkan atas suatu 
perbuatannya; 
 
Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang 
bernama MUH. PEBRI RAHMADANI SYAM BIN SYAMSUDDIN 
sebagaimana  tersebut didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan 
berdasarkan keterangan saksi dalam perkara ini ternyata benar ia 
adalah terdakwa MUH. PEBRI RAHMADANI SYAM BIN 
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SYAMSUDDIN dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas dan bukan orang lain 
serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung 
jawab,sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi; 
 
Unsur melakukan kekejaman,kekerasan atau ancaman 
kekerasan,atau penganiayaan terhadap anak: 
Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif,sehingga untuk 
terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara 
komulatif,namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka 
terbuktilah unsur tersebut; 
 
Menimbang, bahwa tindakan mengigit jari telunjuk korban dimaksud 
menurut Majelis telah memenuhi kriteria perbuatan “penganiayaan” 
sebagaimana telahdisebutkan diatas,sedangkan ternyata pula dari 
tempus delicti  korban masih berusia 16 tahun,lahir pada tanggal 21 
April 1998 yang berarti menurut ketentuan memenuhi kriteria dari 
“anak” sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,jelas 
Terdakwa memang  telah melakukan penganiayaan atas diri 
korban,sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu kriteria,maka 
keseluruhan unsur kedua ini menurut Majelis harus dipandang 
terpenuhi dan terbukti; 
 
Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
telah terpenuhi,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan 
kualifikasi melakukan penganiayaan terhadap anak; 
 
Menimbang, bahwa  oleh karena selama proses persidangan tidak 
ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alas an pembenar yang 
dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan 
hukum pada diri terdakwa,maka terdakwa harus dipertanggung 
jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut 
dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai 
ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP juncto Pasal 80 ayat (2) Undang-




Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum terdakwa dijatuhi 
pidana,maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat 
memberatkan maupun meringankan pidana bagi terdakwa; 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbutan terdakwa dapat merusak mental dan masa depan Korban 
serta meresahkan masyarakat pada umumnya dan orang tua korban 
pada khusunya; 
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan cacat pisik pada korban; 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa bersikap jujur dan sopan sehingga mempermudah 
persidangan. 
 
Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana 
terurai diatas dan berdasarkan pemerikasaan yang telah Hakim 
lakukan dengan teliti,Majelis Hakim berharap atas putusan yang akan 
dijatuhkan,Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun 
melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana serta dapat 
memberikan manfaat yang lebih luas  bagi Negara dan masyarakat 
dalam mendukung upaya perlindungan anak di Indonesia; 
 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka 
kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.  
 
 
3. Amar Putusan Hakim 
Dalam Perkara Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka Majelis Hakim 
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut : 
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan terdakwa MUH. PEBRI RAHMADANI SYAM BIN 
SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana  “PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK 
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT” ; 
63 
 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH.PEBRI RAHMADANI 
SYAM BIN SYAMSUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun; 
3. Menetapkan masa penahanan  yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah). 
 
4. Analisis Penulis 
Amar putusan merupakan ”Mahkota” dari suatu proses peradilan, 
oleh karena dengan amar putusan bertujuan untuk menciptakan tujuan 
hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah 
tersirat dalam suatu putusan. 
Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam 
suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri. 
Secara yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhakan oleh hakim tidak 
menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan 
maksimum sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal yang 
bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang 
mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara 
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objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas 
pada umumnya dan bagi saksi korban dan juga terdakwa pada khususnya. 
Surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
merupakan salah satu alat yang penting yang digunakan oleh Majelis Hakim 
dalam dalam menelaah faktor-faktor dan pertimbangan-pertimbangan 
dalam menjatuhkan suatu putusan. 
Hakim diberi wewenang untuk memberikan putusanpenjatuhan 
pidana apabila perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana.Dalam upaya membuat 
putusan, Hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari 
dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan 
pasal-pasal menjadi dasar hukum dari putusannya. Selain itu, adapula 
pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan 
terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa padasaat melakukan 
perbuatan tersebut. Putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa 
harus didasari atas rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, dan 
profesionalisme dari diri seorang Hakim. 
Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka 
yang telah menerapkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar untuk menjatuhkan 
hukuman kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana 
penganiayaan berat terhadap anak menujukan bahwa diterapkannya pasal 
ini adalah sebagai sarana untuk menjerat siapa saja yang telah melakukan 
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kejahatan yang mengancam hak asasi anak dan kesejahteraan anak. Pasal 
80 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak mengatur yaitu : 
Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka 
berat,maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).  
 
Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa 
Terdakwa MUH. PEBRI RAHMADANI SYAM BIN SYAMSUDDIN telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
penganiayaan berat terhadap anak dengan dijatuhi hukuman pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun dan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua 
ribu rupiah). 
Tujuan hakim memberikan sanksi pidana kepada terpidana yaitu agar 
tidak lagi mengulangi perbuatannya. Seperti yang telah diketahui bahwa 
tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam,yang 
memandang pidana sebagai pelaku nestapa yang dikenakan kepada 
pembuat yang melakukan suatu tindak pidana.  
P.A.F Laminantang menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga 
pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu 
pemidanaan 29: 
 
                                                          
29 Retno,2012, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak yang 




1.  Untuk memperbaiki pribadi dari diri  penjahat itu sendiri 
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-
kejahatan,dan 
3.   Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu 
untuk melakukan kejahatan lain,yakni penjahat dengan cara-
cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. 
 
Menurut penulis sendiri,pendapat diatas merupakan salah satu 
langkah memberikan efek jera kepada pelanggar  maupun orang-orang 
yang berniat melakukan kejahatan. Selain itu merupakan perlindungan 
kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada penjahat. 
Menurut Hakim, terdakwa yang melakukan penganiayaan berat 
terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 Ayat(2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  merupakan 
dakwaan tunggal karena terdakwa didakwa dengan satu perbuatan 
saja,tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan  lainnya. Dan perbuatan 
terpidana berdasarkan alat-alat bukti,seperti keterangan para saksi dan 
visum et repertum yang diajukan,serta fakta-fakta yang terungkap yang 
terungkap didalam persidangan,dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
penganiayaan berat terhadap anak. 
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni 
sejak dari janin dalam kandungan sampai pada usia 18 tahun. Titik tolak 
dari konsepsi pelindungan anak yang utuh,menyeluruh undang-undang 
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yang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak. 
Berdasarkan asas-asas tersebut sebagai berikut 30: 
1. Non Diskriminasi; 
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak; 
3. Hak untuk hidup,kelangsungan hidup,perkembangan; 
4. Penghargaan terhadap pendapat anak. 
 
Upaya dalam melakukan pembinaan,pengembangan dan 
perlindungan,perlu peranan dari masyarakat, baik melalui perlindungan 
anak,lembaga keagamaan,lembaga masyarakat,organisasi 
kemasyarakatan organisasi sosial atau lembaga pendidikan. Dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan anak diharapkan bagaimana peran 
pemerintah,masyarakat,dan orang tua dalam dalam mengatasi eksploitasi 
pada anak sebagai regulator pemerintah yang mempunyai peranan yang 
sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan 








                                                          








 Dalam rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan ketentuan pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum dan 
Hakim dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka,yaitu ketentuan 
pidana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,sesuai dengan hasil dari 
penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik dan realita yang ada. 
Akan tetapi, dalam ketentuan pidana formiil terdakwa tidak didampingi 
oleh penasihat hukum yang bertentangan dengan Pasal 56  KUHAP. 
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara 
Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka,telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dimana putusan yang dijatuhkan 
berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, Visum et repertum, 
keterangan terdakwa,sehingga membuat terdakwa patut dijatuhi 
hukuman/pidana. Selain itu fakta-fakta yang diperoleh selama 
persidangan dalam perkara ini. Majelis Hakim mengemukakan hal-hal 
pada diri terdakwa dan atau pada perbuatan terdakwa yang dapat  
dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan 
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harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa 
sehingga tidak ada hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari 
pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar atau 
alasan pemaaf,oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus 
dipertanggungjawabkan kepadanya,agar bias memberikan efek jera 
dan dikemudian hari tidak melakukan hal yang sama. 
 
B.  SARAN 
Saran yang dapat penyusun kemukakan disini sehubungan  dengan 
skripsi adalah sebagai berikut : 
1. Perlu dipahami dan disebarluaskan pengertian dan pemikiran-
pemikiran mengenai keadilan,hak dan kewajiban,kepentingan 
pribadi,kepentingan umum dan pemikiran-pemikiran lain yang positif 
yang berhubungan dengan penyelenggara perlindungan anak. 
2. Kepada masyarakat,khususnya orang tua perlu adanya peningkatan 
pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan 
anak. Serta pemahaman bahwa kekerasan anak tidak hanya 
berkisar pada anak yang teraniaya secara fisik,akan tetapi cakupan 
pengertian kekerasan terhadap anak sangat luas. 
3. Bagi aparat penegak hukum,hendaknya meningkatkan perannya 
dalam menindak pelaku penganiayaan terhadap anak secara 
tegas,sebagai terapi shock. 
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4. Bagi para Hakim hendaknya memberikan sanksi yang tegas dan 
berat kepada pelaku penganiayaan  terhadap anak serta di 
sosialisasikan sebagai efek jera kepada masyarakat. 
5. Perlu adanya sosialiasasi  kepada masyarkat luas,tentang Undang-
Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta akibat 
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